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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan adalah “suatu bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha
yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan di
dalam wilayah Indonesia, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba”.!

Perolehan laba dalam perusahaan sangatlah penting, karena selain untuk
menjaga kelangsungan usaha, juga sebagai mata pencaharian bagi para tenaga kerja
di perusahaan tersebut. Namun apabila perusahaan tidak memperoleh keuntungan
yang mengakibatkan mengganggu kelancaran kegiatan usaha, kemungkinan
perusahaan tersebut akan melakukan pinjaman untuk melanjutkan usahanya sampai
keadaan perusahaan tersebut kembali pulih, dengan keuntungan yang akan diperoleh
setelah melakukan pinjaman tersebut, debitur masih mempunyai kesempatan
memperbaiki sistem kerjanya. Namun apabila perusahaan belum dapat menutupi
kerugian tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan tidak dapat membayar
utang-utangnya kepada para krditur, dengan tidak di bayarnya utang tersebut debitur
dapat diajukan pailit oleh para krediturnya.

Pailit merupakan suatu keadaan tidak mampu membayar utang-utang debitur

kepada para krediturnya, yang telah jatuh tempo. Salah satu jalan untuk memperéleh

;“Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
m.1. ’ ’ ’



hak pelunasan terhadap seluruh piutang-piutang para kreditur terhadap debitur yaitu
dengang cara mengajukan permohonan pailit. Permohonan pailit dapat saja diajukan
oleh kreditur, kejaksaan, apabila kepailitan tersebut bertujuan untuk kepentingan
umum, Bank Indonesia apabila debitur adalah bank, badan pengawas pasar modal
apabila debiturnya adalah perusahaan efek, menteri keuangan apabila debiturnya
adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dan BUMN yang bergerak di kepentingan
publik.

Dengan diajukannya permohonan pailit terhadap perusahaan debitur,
diharapkan seluruh utang debitur dapat dilunasi, dengan cara melelang seluruh harta
dari perusahaan yang telah dinyatakan pailit, bahkan perusahaan yang bertindak
sebagai debitur dapat mengajukan permohonan pailit, apabila debitur tidak mampu
membayar utang-utangnya paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo.

Permohonan pailit yang diajukan oleh debitur pailit, bertujuan untuk tidak
terjadinya penyitaan atau pengeksekusian terhadap harta debitur secara perorangan
oleh para kreditur pemegang hak jaminan atau pemegang hak istimewa, karena jika
harta debitur di eksekusi secara perorangan oleh para kreditur yang diistimewakan
kedudukannya, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan mengalami kerugian
yang lebih besarlagi jumlahnya, layaklah jika pengajuan pailit bertujuan untuk
menjamin kepentingan para pihak.’

Apabila suatu perusahaan terus merugi, hal tersebut akan mengakibatkan

persuhaan tidak dapat melunasi utang-utangnya kepada salah satu kreditur, terutama

? Annalisa Y, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, UNSRI, Palembang, 2007, him.38-39



bagi kreditur konkuren, oleh karena itu perlunya pengajuan pailit oleh debitur sendiri
atau para pihak yang berkepentingan.

Pengajuan pailit tersebut sebagai asas publisitas, yang bertujuan untuk
menyatakan bahwa debitur dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya
kepada para krediturnya. Dengan diumumkannya suatu perusahaan dalam keadaan
pailit, mengakibatkan para kreditur yang memegang hak tanggungan, atau kedudukan
yang diistimewakan, tidak dapat mengeksekusi harta perusahaan yang dijaminkan
secara perorangan, sehingga dapat berpengaruh positif bagi kreditur konkuren yang
kedudukannya paling lemah dalam pelunasan piutangnya, dan juga bagi para debitur
yang beritikad baik.> Karena sebelum dilakukan pelelangan harta debitur, untuk
melunasi utang kepada para kreditur sebelumnya dilakukan pencocokan piutang
terlebih dahulu, dimana tindakan tersebut dimaksudkan untuk menghitung jumlah
utang yang harus dibayar, dengan mencocokan harta debiur yang dibebani hak
tanggungan.

Pembayaran utang debitur kepada para krediturnya, akan dilaksanakan setelah
harta milik perusahaan yang selaku debitur telah dilelang yang sebelumnya telah
melewati proses pencocokan utang terlebih dahulu terhadap seluruh harta benda milik
debitur. Sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (disingkat UUK

dan PKPU) dalam Pasal 113 yang menyebutkan bahwa :

: Sqtan Remy Syahdeini, Hukum Kepailitan, Grafiti, Jakarta, 2002. him. 43.
Disahkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131



(1) Paling lambat 14 hari setelah pernyataan pailit diucapkan, hakim

pengawas harus menetapkan :

a. batas akhir pengajuan tagihan ; )

b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban
pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang
perpajakan ;

c. hari, tanggal, waktu dan tempat kreditur untuk mengadakan
pencocokan piutang.

Mengenai harta debitur yang dapat dilelang adalah seluruh harta milik debitur,
yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, dan seluruh harta yang telah ada
sebelum dinyatakan pailit atau harta yang belum ada, dapat dibebani hak tanggungan
yang berupa jaminan bagi debitur untuk melunasi seluruh utang-utang debitur kepada
para krediturnya. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1131 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (disingkat KUH Perdata) yang menyebutkan
“Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak atau pun yang tidak bergerak, baik
yang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan segala
perikatan perseorangan”. Sehingga jika debitur tidak dapat membayar utang yang
telah jatuh tempo kepada para kreditur, debitur tersebut dapat diajukan permohonan
ke Pengadilan Niaga untuk dinyatakan pailit, setelah dilakukan pencocokan utang,
seluruh kebendaan milik debitur pailit akan dieksekusi untuk melunasi seluruh utang
debitur yang telah jatuh tempo kepada para kreditur.

Setelah dilakukan pelelangan seluruh hasil penjualan harta milik debitur akan

dibayarkan kepada para kreditur berdasarkan besarnya piutang masing-masing

kreditur dan urutannya masing-masing berdasarkan kedudukan kreditur.



Dalam literatur hukum dikenal dalam proses peminjaman terdapat tiga
kelompok kreditur, berdasarkan ada atau tidak adanya jaminan terhadap piutang yang
dipinjamkan kepada debitur pailit tersebut. Pengelompokan ini terjadi karena
besarnya pinjaman yang dibutuhkan bagi debitur untuk keperluan menjalankan
usahanya, dan perikatan yang telah diperjanjikan akan tetapi belum terlaksana.

Tiga kelompok kreditur tersebut adalah : Kreditur yang memperoleh
pelunasan pertama adalah Kreditur Separatis, adalah kreditur pemegang hak jaminan
yang berupa hak gadai, jaminan fidusia, hipotik. Kemudian ada kreditur yang
mempunyai kedudukan istimewa yaitu Kreditur Preferen, yaitu kreditur yang karena
sifat piutangnya mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak untuk
memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta debitur pailit, dan
yang terakhir adalah Kreditur Konkuren, yaitu kreditur yang memiliki piutang
kepada debitur pailit tanpa adanya hak tanggungan, sehingga dalam pelunasannya
dilaksanakan paling terakhir setelah debitur pailit melunasi utang-utangnya kepada
para kreditur separatis dan kreditur preferen terlebih dahulu, kemudian baru kreditur
konkuren memperoleh pelunasan piutangnya oleh debitur pailit, karena didalam
pelunasan utang ada hak yang harus didahulukan diantara para kreditur,yaitu para
kreditur pemegang hak gadai, hipotek, dan hak istimewa mempunyai hak untuk

didahulukan didalam proses pelunasan utang debitur.’ Sebagaimana yang diatur

dalam ketentuan Pasal 1133 dan Pasal 1134 KUH Perdata.

3 Ibid, him.17



Adapun Pasal 1133 KUH Perdata berbunyi ;
Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak

istimewa dari gadai dan hipotik ;

Pasal 1134 KUH Perdata ;

Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang yang
diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari
pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa kecuali
dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut di atas, dapat ditarik suatu pengertian
dasar bahwa debitur pailit harus melunasi utang kepada para kreditur pemegang hak
tanggungan terlebih dahulu, setelah kreditur pemegang hak tanggungan dilunasi hak
piutangnya, baru kemudian kriditur pemegang hak istimewa yang berikutnya untuk
dilunasi piutangnya, dan setelah kesemua hak kreditur separatis dan kreditur preferen
telah dilunasi, barulah debitur diharuskan untuk membayar utang kepada para
kreditur konkuren, dengan kata lain pelunasn piutang terhadap kreditur konkuren
dilaksanakan paling terakhir oleh debitur pailit.

Sedangkan di dalam kedudukan kreditur konkuren berlaku asas pari passu
dan asas pro rata atau prorposional.® asas pari passu yang artinya adalah bersama-

sama memperoleh pelunasan piutang tanpa ada yang harus didahulukan, sedangkan

S Pasal 1132 KUH Perdata

Kebendaan tersgbut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan
padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi berdasarkan keseimbangan, yaitu menurut

besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada al I
yang sah untuk didahulukan. para berp Bt s



berdasarkan asas pro rata atau proposional, yaitu pelunasan utang oleh debitur harus
berdasarkan jumlah piutang masing-masing kreditur dengan di bandingkan seluruh
harta kekayaan debitur pailit.”

Dari beberapa uraian tersebut di atas, terdapat suatu permasalahan yaitu jika
setelah dilelang hasil dari penjualan harta debitur, ternyata seluruh harta kebendaan
milik debitur tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang-utang debitur kepada
para kreditur konkuren. Bahkan kreditur pemegang hak jaminan dapat berubah
kedudukannya menjadi kreditur konkuren apabila piutangnya tidak dapat dicukupi
oleh debitur ”sisa pelunasan piutang tersebut dapat ditagih oleh kreditur pemegang
hak jaminan kepada debitur sebagai kreditur konkuren”. Hal tersebut dikarenakan
tidak semua harta dari debitur pailit tersebut dapat dilelang untuk melunasi seluruh
utang debitur, walaupun maksud yang ditujukan adalah untuk menekan kerugian
yang akan dialami oleh para kreditur konkuren. Dengan demikian tidak menutup
kemungkinan kepentingan para kreditur konkuren tidak dapat terjamin dengan
keputusan eksekusi terhadap harta debitur pailit, karena apabila harta debitur tersebut
tidak mencukupi, mengakibatkan piutang kreditur konkuren tidak dapat di lunasi
secara penuh, sehingga asas-asas seperti yang terkandung didalam Undang-Undang
No . 37 Tahun 2004 LN RI. Th. 04. No. 131 tentang kepailitan tidak dapat terwujud.
Oleh karena itu penulis mempunyai alasan untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk
skripsi dengan judul "KEDUDUKAN KREDITUR KONKUREN DALAM
MENUNTUT HAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN PAILIT”.

7 v g
Gunawan Widjaya, et. al, Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggun Raia
Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2. sgung ggung, PT Raj



B. Rumusan Masalah

Kepailitan bukan merupakan suatu lembaga yang sederhana dan berdiri
sendiri, karena mengatur hubungan berbagai pihak sehingga mempunyai kaitan dan
aspek yang merupakan masalah yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut di atas, dapat diambil
beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab Perusahaan Pailit terhadap kreditur

konkuren ?
2. Bagaimana kedudukan kreditur konkuren untuk mendapatkan pelunasan

pembayaran dari Perusahaan Pailit ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui kapan kreditur konkuren menerima pembagian
pembayaran dari perusahaan pailit.
2. Untuk mengetahui bagaimana solusi jika harta debitur tidak mencukupi

untuk melunasi utangnya kepada kreditur konkuren.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum dan bisnis terutama

dibidang kepailitan.



2. Manfaat Praktis
Diharapkan dapat memberi masukan yang berarti bagi mahasiswa
Fakultas Hukum, terutama dibidang studi hukum dan bisnis, dan juga bagi
Hakim Pengadilan Niaga, Kurator, para pihak yang terkait seperti : debitur

dan para kreditur untuk mengambil keputusan didalam proses pailit.

D. Ruang Lingkup.
Dalam penelitian yang berjudul Kedudukan Kreditur Konkuren Dalam
Menuntut Haknya Terhadap Perusahaan Pailit ruang lingkupnya difokuskan hanya

pada perusahaan berbadan hukum yakni dalam bentuk , Perseroan Terbatas.

E. Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk menganalisis suatu
permasalahan hukum, yang didasarkan metode yang sitematis.®
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data-data yang berupa :
1. Jenis Penelitian.
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif, yaitu dengan
cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan library reaserch yang
mempergunakan data sekunder, dimana data sekunder tersebut mencakup; bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.’

: Iqucczirj;)ltllo Ssozckanlo, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1984, him.42
id, him.
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2. Sumber dan Bahan Penelitian.
Sumber penelitian yang penulis gunakan adalah data sekunder, yaitu data yang
diperoleh bersumber dari dokumen pribadi, buku-buku hukum, dan undang-

undang.

Dalam penggunaan data sekunder, dapat dikelompokkan menjadi ;

a. Bahan Hukum Primer, KUH Perdata, KUH Dagang, UU Nomor 37 Tahun
2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, UU Nomor. 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan perundangan lainnya
yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjeasan mengenai
bahan hukum primer, seperti dokumen pribadi yaitu berupa catatan-
catatanpribadi milik penulis, buku-buku hukum yang ada kaitannya dengan
dengan tema penelitian penulis.

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadapa
bahan hukum primer ataupun sekunder, yakni berupa kamus, ensiklopedia,

majalah, dan koran yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis

bahas.
3. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.
Tehnik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan adalah dengan cara
meneliti bahan pustaka atau yang dikenal dengan studi dokumen, hal ini

dikarenakan ruang lingkup metode penelitian yang penulis gunakan adalah

penelitian normatif.
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4. Tehnik Analisis Bahan Hukum.
Tehnik analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah teknik analisis dengan

menggunakan pendekatan kwalitatif untuk menghasilkan data yang deskriptif.
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